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BUPA I I BARITO SELA TAN 

PROVHiSI KALHviANTAN TEN"GAH 

PERA TURAN BUPATI BARITO SELATAN 

NOMOR 1 TAHUN ?.n17 

TENTANG 

TAiYiBAHAN PENGttAS:iLAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL D! L!NGKUNGAN 
r E1ViERINTAH KABUPATEN BARLTO SELATAN 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG !V!AHA ESA 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan 

2007 tentane: Peruba ha n Atas Peraturan Menteri Da lam NPP-Pri 
~ u -

Tahun 2006 Pedo1na11 Pengelolaa -i 

Pemerii-1ta l1 Daera.1-1 ~ ('"'\"¥""\.-.+ 
\.....i.C-' 1-i l'.ll_. 

ta ... bar'1.an penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil; 

b. bahwa daiam rangka meningkatkan prestasi kerja, 

me11goptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan 

kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta mengingat kondisi 

perekonomian saat ini , maka perlu m emh Pri1rn n t::=m,h~J:-i ~n 

penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah 

pertimbangan 

Ka bu pa ten Barito 

yang obyektif 

kemampuan keuangan daerah; 

Sela ta n 

dengan 

berdasarkan 

memperhatikan 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada hun1f a dan huruf b di atas, perlu menetapka n Peratu ran 

Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabunaten Ba r ito Selatan; 



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembarn n 

m ' 1ar1un 1953 scbagai Unda11g-LI11dar1g 

.., ,,,....._ ~ r""l,..,._T --; ,;,..4 - la l\.i ___ _ ✓ < • 

...i.. __,,,,,.,-..,. ,-.,;ifii_i.l tL .. :
7 

Tarr1 ba1-1an Lembaran 1 ' egara Republik Indonesia 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara_ ( Lembaran Negf:tra ~e!11Jbli1"'" Indnn e~1~ 'l'"'~h , ,n 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Negara Nomor 4365 ); 

4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

PFngPlol a ::in dan Tanggung ,Jawab K Pn~ngan Negara 

Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pu.sat dan Pcmcrintahan Daerah 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

44.38 ); 

6 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038 ); 

7 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ; 



8 . Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672) ; 

9 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 20 14 

Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor S492); 

10. Undang-Undang Norn.or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5S07); sebagaimana telah diubah beberapa k8.li terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubaha n Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 201b Nomor 58, Tamb8han Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RP:'nhliu­

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Tahun 2010 Nomor 74 , Tambahan 

Ir1dor1esia Nom or 5 135} ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20i0 tentang Standar 

(Lcmbaran f~egata Kepublik It1tlur1esia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Repubiik Indonesia Nomor 5 i65) ; 



14. Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2 006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga:.1 Daerah sebai?.aimana 

tel ah di U bah be bera na kali tP.rn k hi r n Pn a ~ n PPr:::J 1·11 r~ 1""l 1\ff ,,.,.., <- p.r; .... - -- -------- - .......... _._ ..... b ......,_ __ - ,_,_..__.__.._.._. ~,., .. .... . _ . •. .!-'-- ' -.!..!. 

Dalam J\Jegeri f{o1nor 21 Tahun 2011 ter1tang J)erubal1a11 Kedua 

tentang Pedo 1 a1 Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara 

Rr:p t1t,lik I:t1clc,r1esia ~Ta11 u 11 2011 I~Jomor 3 10); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera h 

Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

;:;eiatan Tah_un 2016 Nomor -3, Tamba_h_a_n Lemhar~n n ~rr~_h 

Kabupaten Barito Selatan Nomor 2). 

MEMUTUSKAN 

PENGHASILAN BAGI 
) '\f i: I r-.. t i'" \1.TT fM.Tf"'i ii l'>.'f 

.LJ1 Lll'I\ .. H'I.Ul'I\J.t\1'1 

BARITO SELAT·AI r . 

BAB! 

PEGAWAI 
PEMERINTAH 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

NEGERI SIPIL 
KAtiUPAT!£N 

Daera.h adalal1 K.epala lJaerah sebagai unsur 
nenvelen2'2"a rn 
... oJ. • -,; ~ - -

Daerah \TQ1'1rr "Y'Y'\OT'Y"\"'l"VY"\-V,, ... _...,..,, .J .:_a; ; 5 ; ; i l _, I ii; i i i .r-• ;; i 

daerah otonom. 

2 . Bupati adalah Bupati Barito Selatan. 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
,-'l,r:,nn-i.rnr C'<>hr>rT,.., ; D~~~ .. r~ ; Ana.--1 ~"'t.·u·1·· ~~1' n1:·11 1T\Te· gar·a secara t"et'ap ~..L(...1,..1..t.5..t'k.(..t. "t.. ,.::,\..,uc..t..50:..1: .1. \...,5avva.....1 .z. .11:_r ~ ......,. r ,-

oleh Pejaba · Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan 

4 . Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS 
adalah warga negm·a indo11esia yang meiamar, lulus seleksi dan 
diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri 
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5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Pe1a11gkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten 
Barito Selatan. 

6 . Rumal1 Salcit Umum c-:.::::.1 .. ,r-. ~,. ~..-. ... ........ 
>o.JV.LO..J. lj l.--tL.lJ.Y a. 

disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga 
Sasameh Buntok. 

7. Dokter adalah Dokter Spesialis, Dokter Um um dan Dokter Gigi 
yang berLugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito 
Selatan. 

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. 

9 . .Perawat adalah Perawat yang bertugas di Lingkungan 

10. Bidan adalah Bidan yang bertugas di Lingkungan Pemerintah 

11. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Keria 
Pcrangkat Uct.cxah di lingkungan Pemerintah Kabupaten tlanto 
Selatan. 

dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berada 
di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. 

13 ~ Eselon cidalah tinglr~at jabatar1 sLrt1l<. tural~ 

1<+. Jaoai:an Fungsional 
menunjukkan tugas, 

Umum 
tanggung 

adalah 
. h Jawa .... , 

kedudukan yang 
wev;enang dan hak 

po>ok dan fungsi keahlian dan/ a · au keterampilan untuk 
mencapai tujuan or ganisasi . 

15. Pejabat Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
diangkat dan. ditu.gaskan dalarn jabaLan fungsional umum 

e uai d engan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

16. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang 
mern.1n.Jukkan tu.gas, tanggt.1ng jawab, wewenang dan hak 
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organ1sas1 

da_n/ atat1 l--;::etera111pilar1 terte11tu serta bersifat 11riancliri dan 
kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit . 



17. Pejabat Fungsional tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yan g 
diangkat dan dilugaskan daiam jabatan fungs10nal tertentu 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

18. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan va n g ~- .., ,._.., 

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pen1erintah Kabupaten Barito Selatan yang dimaksudkan untuk 

19 . Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan 
kcpada PNS yang rnemiliki ketrampiian khusus / keahlian 
tert en tu dan langka. 

Pasal 2 

D T. , 

1 ""uar1g L1ngKu p ?c11~iu.:1 · i iar1 bagi 
mencakup: 

a . Besaran dan Sasaran pemberian tambahan 
pengh a si lan ; dan 

b. Tata cara pemberian dan pemotongan tambahan 

Pasal 3 

m • • ~ · , • --. 1 ~ -. i • ~ ....... ,....,. 1 UJLian pengat11rn11 pemocr1ari. tarr1oar1ar1 per1gr1as11an oag 1 · 
meliputi: 

a . Pe ~in gkata '- disiplin PNS guna mendorong produktifitas 
kerja ~ h8nrlr~J clEtn profesional dalar11 

b. PeningkaLan kesejahteraan umum PNS. 

BAB II 

PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

( ]) 

Bagit:Ui I{esatu 
Besaran Pemberfan. Tambaha n Penghas ilan 

Pasal 4 

bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Sela tan 
berda::H::1.rkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya. 
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(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan daera h . 

Pasal 5 

Besaran pemberian tambahan penghasilan dengan nnc1an 
se bagai beriku t : 

a. Pejabat Struktural Eselon II.a 

b. Pejabat Struktural Eselon II. b : 
1. Asisten Sekretaris Daerah 
2. Inspektur / Kepala Badan / Kepala Dinas 

/ Staf Ahli Bupati 

c. Pejabat Struktural Eselon III.a/ Auditor 
Madya / Analis Kepegawaian Madya 

d . Pejabat Struktu ra l Eselon III . b 

e. Pejabat Struktural Eselon IV.a/ Kepala 
Puskesmas / Auditor Muda / Analis 
Kepegawaian Muda 

f. Pejabat Struktural Eselon IV. b 

g. Pegawai Golongan IV 

h. Pegawai Golongan III / Auditor Pertama / 
Analis Kepegawaian Pertama 

1. Pegawai Golon gan II 

J. Pegawai Golongan I 

Pasal 6 

Rp. 7.500.000 

Rp. 5.000.000 
Rp. 4.000.000 

Rp. 2.500.000 

Rp . 2 .000.000 

Rp. 1.300.000 

Rp. 1.000.000 

Rp. 750.000 

Rp. 650.000 

Rp. 550 .000 

Rp. 500.000 

(1) Tambah an penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter, Apoteker, 
Perawat dan Bidan berdasarkan kelangkaan profesi yang secara 
fungsional bekerja di SKPD yang membidangi Kesehatan dan 
Rumah Sakit maupun di luar Instansi tersebut. 

(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 

diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut: 

a. Dokter Spesia lis Dasar d iberikan sebesar Rp. 25.000.000,-

b. Dokter Spesialis Penunjang diberikan sebesar Rp. 25.000.000,-

c. Dokter Umum dan Dokter Gigi diberikan Rp. 6.000.000,­
sebesar 

d. Apoteker diberikan sebesar Rp. 1.500.000,-

e. Perawat dan Bidan yang bertugas di daerah terpencil diberikan: 

1. Pegawai Golongan III diberikan sebesar Rp. 680.000,-
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2. Pegawai Golongan II diberikan sebesar Rp. 615.000,-

f. Pei-a.wat <lan Bidan yang bertugas di daerah sangat 
terpencil diberikan : 

2 . Pega-vai Golonga n ll diberika.n sebesar Rp. 815.000,-

(3 ) Kriteria_ da_erah terpencil dan daera_h Sft11gat 1-t=-rr)Pnr-- -i1 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f ditetapkan 
de:ngan .t(epuLu~an Bupati. 

(4) Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat 
a.ai-.:. BiJ::i:rl yang berf"1ak n1erI1pcrolch/ 1i1eneriri-1a rraro.bahar1 
Peng11asilan sebagaimana dimal.:.su d pada aya · (2 } ditetapkan 
oleh Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan bagi yan g 
beke.i:j a lli Lingkungan SKPD yang membidangi Kesehatan . 

(5) Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi yang berprofesi 
rj1 lt~a.r lir1gkur1gan S l-(PD Jrang m em bidartgi Kesel1ata11 ya.rig 
,-.-. . ,.::--.;h ,-..:.,,L;f rrw-L7.:,u•r,,;l[D.17 n,o.],:,v-::,,,;:;n n,·-:-,·1•,,-,,-'>1<- 1Te pa.~,.-.u'~ct. mi c1.·~ s ·y·~c1.· -1 'a.''K' ct-~L: ..:..!.LC,._V.!..l.!. Cl.!' ..... ---~ .... ._ ...._ ,.__ . .t. ._. ,._ ..._..._.,._.....,._.._.._ r- '-' .. ......_J '-""-.a.A'-"-.l.. Jr. p.a.'-"' ."'!rr,.\...\.,,.;.1,."lt.. r ~ .1. _ 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati . 

Bagian Kedua 

Pasal 7 

/ 1 \ 
\ l. j 

dan Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a . .,..,.e 1b~.ria n. Tau. b ah.an. Pengh.asilan d.id.asarkan pada jumlah kehadiran 
PNS dan CPNS m asuk kerjs pad a h a ri kerja yang dihuktib=m deng2cn 
daftar hadir ; 

b . Bagi PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati 
ke LenLuan jn.m l{erja akan dikenakah sa1-1ks1 sesl1ai aturan dan 
h._n~i..., l..i.. t Ltdi. 1 _)'d.llt) u l i U i:a. , 

c . Besarnya Tambahan Penghasilan yang diterima setiap bulan dih itung 
dari jumlah bari kerja dika likan jumlah kehadiran PNS dan CPNS 
rl !Cl l ,:, rn 1 f" 0 +11 \ h 1, l 0 t"! • rl 0 n 
,,_.._;.....{...l..~.,i...i....i.. ..,;._ \"':,c_..;; 1..;,~J a1~.i io_ 4_ • • j • - ~':'.-!....!..!. 

d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan 
Pe1-1gr-i 8 81 ln_n d_ il8_kL1k8-1'1 ()le 1-.!. ata.sa11 lar:!.g~ ur1g 
Slpi1 pacla mclsing-masing Unit/SI(PD; 

Pasal 8 

T.. - "i 'l?"'-o - ..,,. • 
...... P f ~ 11 "'.:l T I ~Ca ~-YAT'l"T'r'l , J'\ t Qr'"r£"1; -vosa 
.a. ...._,j~~ U.1,,../ .L '--'E,CAV V Cl..l. J.1\...,C)\...,l.l. 

(li Pejabat, PNS dan CPNS tetap diberikan Tambaha n Penghasi1a n 
dengan ketentuan: 

a. Izin ka_rena oJaso_n terten t1.1 h arus diJ,:eta_h1.1i cla.11 r1isP11 :j: 11 oleh 
pejabat yang berwenang disertai bukti tertulis maksimal 3 (tiga) 



. ' - -., -

b. Mengambil Cuti tahunan; 

c . ~v~ct t1:;a.m ui.i cuLi ucrsalil untuk anak pectama, anak kedua dan 
kP ti gB: 

d . Sakit/ cuti sakit dengan disertai bukti tertulis kepada pejabat 

e . Mengambil cuti karena alasan penting tidak melebihi 7 (tujuh) hari 
1-:---- r; ':-l v 
u~• J~ l 

f. Izin belajar untuk pendidikan D3 , Si , S2 dan S3 selam a tidak 
rneninggalkan tempat tugas a tau i-:c1engganggu Lugas kedinasan; 

g. Pejabat, PNS dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas dan 

(2) Pejabat, PNS dan CPNS tidak diberikan tambahan penghasilan 

a. Mengambil cuti bersalin untuk anak keempat dan seterusnya; 

c. Tugas uelajar untuk pendidikan D3, Sl , S'.2 dan S3; 

d . Pejabat, PNS dan CPNS titipan yang bekerja di luar Pemerintah 

e . Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di luar perangkat daerah atau 

f. Pejabat PNS dan CPNS yang dikenakan penahanan oleh pihak 
ber"{llajib l~nrena tersangka melakuka11 tir1dak p1cla11a. 

Bagian Ketiga 

Pasal 9 

dengan ketentuan : 

u. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 4 °/o (empat persen) 
per oran g per h a ri da r i besarnya Tambahan Pengh .. si1nn ; 

b . Tidak masuk bekerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari 
nada bu lan , - 1 ., 

,..- .. 1 . .. , • Ir 
i.t\_l.-:'J i'\, 

c . Izin dengan alasan pen ting lebih dari 10 (sepuluh) hari dan cuti di 
!ll!-!I' f- ,::,,,, rrmi,-, n · n ...... l'~e2a:ra nada b,,lan ~v-ano bersangkutan tidak - -~~ ~ t..A. .1..1..55\.A..1.J.t5Gl.L.i o- r '-'- - D 



BAB III 

Pasal 10 

/ 1 I 
t .l) 

pada awal bulan berikutnya. 
aaI1 CPNS , . .. ~ -

,-~ i l .-, : ,,.. I 'L-..- .... .,.., 
Ui.u:.c..~ U.Llrrr..Gl..L J. 

ti.} Kepala SK.PO rn.ei gaJuKan permin\.a.an pembayaran ke Badan 
Pengelolaa n Keuan gEm dan Aset Daerah (BPKAD) m~t--11 u i R Pnrhih ;:;r;:::; 

Pengeluaran sesuai denga n prosedur yang berlaku dengan 
meiampirkan rekapitulasi daftar hadir. 

(3) 
,., "I 

a1Ke11aKan 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

(4) Uang .Femotongan ,..,~a -11bahun Pengha ilan dise or ke Kas Dae ah 
Kabupaten Barito Selatan. 

\5) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan 
Pen ghasila_n dila kL1kar1 oleh 8tR~ttn lB_ngs1...1n_g Pejaba_t./ 
n::irl::i m~.;:ina-mp.;:ina C::k~Pn /T Tnit U" ,,,.,..;,, .1:...,~~~·~-'L-- -~ ......... ·...,.;..,;,..;.::. .......... ~ ........... .... ... ;::, .......,...._""'-.L ~ ! .. ..... .l .... .J.l..•....,.!.J ~:._ . 

BAB IV 

Pasal 11 

Tambahan 

Segala_ t=i~tJ'fl S'B..rlg ti111bul dengan Cih~rlo_l,c1_1lc[';.l1nyra ~ers.Lurar1 ~u.t.Jutl l11i 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
~r,,-;;..,.... C--r,,1r.+-r...,.-1, 
.J...JClJ. J.l..-V UL.,.10.LQ.1.1.. 

BABV 

KE- E:NTuAN PENUTUP 

Pas~J 12 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito 
,..-, .. - -
'--....::cl t"'l"t-r,-.-. i 'l. lr.~.-..-
lo.. ... J\. • .,.10.LGl.l.l. l~VJ..11Ul. 

Pegawai Negeri Sip1l, 
'.2U 13 ten tang Tambahan Penghasilan bagi 

Dokter Spesialis, Dokter dan Apoteker 
~~ 1 ,,+-r. .. -. 
\ JV.L. t...l LU..L..l 

I<a b11pa ... ten Baritc, 2.elfttft11 T a11Lt!l 2013 r~.Jornor 2) sebagair11a:t1c .. tclah 

beberana kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Selatan 
Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pern.turan Bupati 
Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan bagi 
~\:::6a.vva..~ I\Ieg1~r1 S iµi l, DukLer Spesialis , uvktcr ctan A.potCKer 
di Lingkungan Pern~rinlah Kabupa · en Bari to Selatar1 (Berita Daerah 
K:::ihnp:::itPn "R:::ir,to q,e1?tan Ta h un 201S N nmnr- ~:? } rl-iny:=it:=;1-.:- ;::-;n dicabut 

rl an tidak berbku. 



Pasal 13 

! 1 ! t.J.la...!. 

dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januarj 2017. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintph lrnn pengun fl .::rngan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Ditetapkan di Buntok 
" I 

-p~ ! i~ l :,_..T7fHT'-J1 t:: t.i-- ~-..l-. 
.... .__....._......._ '- ~ ..L. .L6&l.A...a. V J.'.LC.J..:t.:JV 

~---- ,,.....,_ ... ,_ 
'L!.ll f 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 1 


